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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Balakang Masalah

Pendidikan merupakan hak asasi setiap manusia, karena manusia
membutuhkan pendidikan untuk dapat mencapai keinginan, harapan, dan cita-
cita yang dimiliki. Sebagai hak dasar bagi setiap manusia, pendidikan tidak
hanya diperuntukan bagi anak-anak yang normal saja tetapi pendidikan juga
merupakan hak dasar yang dimiliki oleh anak yang luar biasa atau anak-anak
yang mempunyai kebutuhan khusus. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal
31 ayat 1 diamanatkan bahwa setiap warga Negara republik Indonesia
mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan dan pasal 32
UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5
ayat (1) dapat disimpulkan bahwa Negara memberi jaminan sepenuhnya kepada
peserta didik berkebutuhan khusus untuk memperoleh layanan pendidikan yang
bermutu.’ Dengan demikian juga berarti bahwa anak-anak yang memiliki
kebutuhan khusus seperti, tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa,
tunalaras, dan anak-anak yang memiliki kesulitan belajar. juga memiliki
kesempatan belajar yang sama dengan anak-anak normal lainya untuk

mendapatkan pendidikan.

~JAIN.PURWOKERTO...

mengeluarkan pernyataan bahwa pendidikan merupakan hak asasi mausia yang
paling mendasar. Pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang penutasan wajib
balajar Sembilan tahun disemangati oleh seruan Internasional Education For All
( EFA ) yang dikumandangkan oleh UNESCO sebagi kesepakatan global hasil

! Dedy Kustawan, Manajemen Pendidikan Inklusif ( Jakarta: PT Luxima Metro Media,2016 )
him 12



Word Educational Forum di Dakar, Sinegal tahun 2000, penuntasan EFA ini
diharapkan tercapai tahun 2015. 2

Anak berkebutuhan khusus yang disebut ABK merupakan anak yang
memiliki perbedaan dengan anak-anak secara umum atau rata-rata anak
seusianya. Anak dapat dikatan berkebutuhan khusus apabila ada sesuatu hal pada
diri anak yang kurang atau bahkan lebih dalam dirinya. Kekurangan dank
kelebihan daopat berupa fisik,mental maupun emosinya.® Anak berkebutuhan
khusus mungkin disebabkan kelainan atau memang bawaan dari lahir atau
masalah tekanan ekonomi, politik, sosial dan perilaku yang menyimpang. Anak
tersebut disebut dengan kebutuhan khusus karena anak tersebut memiliki
kelainan dan keberbedaan dengan anak umumnya.”

Pemerataan kesempatan belajar anak berkebutuhan khusus dilandasi
pernyataan Salamanca tahun 1994. Pernyaatan Salamanca ini merupakan
perluasan tujuan dari Education For All dengan mempertimbangkan pergeseran
kebijakan mendasar yang diperlukan untuk menggalakkan sekolah-sekolah
regular dapat melayani semua anak termasuk mereka yang memiliki kebutuhan
khusus. Di Indonesia melalui keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan no
002/U/1986 telah dirintis pengembangan sekolah penyelenggaraan pendidikan
inklusi yang melayani Penuntasan Wajib Belajar bagi peserta didik yang

“TAIN.PURWOKERTO ...

pendidikan inklusi sebagai wadah yang ideal yang diharapkan dapat

mengakomodasikan pendidikan bagi semua, terutama bagi anak-anak yang

? Suyanto, Pedoman Khusus Penyelenggaraan pendidikan Inklusi (Direktorat pembinaan
sekolah luar biasa Didektorta Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen
Pendidikan Nasional, 2009) him 1

¥ Dedi kustawan dan Yani Meimulyani, Mengenal Pendidikan Khusus & Pendidikan Layanan
Khusus Serta Implementasinya ( Jakarta: PT Luxima, 2016 ) him 23

* M. Takdir llahi, Pendidikan Inklusif:konsep dan Aplikasinya ( Jogjakarta: Ar Ruzz Media,
2013) him 138



memiliki kebutuhan pendidikan khusus yang selama ini masih belum terpenuhi
haknya untuk memperoleh pendidikan layaknya seperti anak-anak lainya.

Akses pendidikan dengan memperhatikan kriteria yang terkandung dalam
makna inklusi masih sangat sulit dipenuhi. Oleh karena itu kebijakan pemerintah
dalam melaksanakan usaha pemerataan kesempatan belajar bagi anak
berkebutuhan khusus baru merupakan rintisan awal menuju pendidikan inklusi.
Sistem pendidikan inklusi diharapkan dapat menjangkau semua anak yang
tersebar di seluruh Indonesia.

Sebaiknya anak berkebutuhan pendidikan khusus dapat ditampung dan
belajar pada SLB, akan tetapi tidak semua anak berkebutuhan pendidikan khusus
tersebut dapat belajar pada SLB dikarenakan banyak hal dan faktor yang
mempengaruhi akan hal tersebut. Salah satu penyebabnya adalah masih
terbatasnya SLB. Salah satu penyebab SLB masing sedikit adalah karena biaya
operasional yang lebih tinggi dibanding sekolah regular. Selain itu juga
keberadaan SLB biasanya berada di ibu kota propinsi, kabupaten/kota, padahal
anak berkebutuhan pendidikan khusus tersebar di seluruh wilayah tanah air dan
banyak anak-anak tersebut berada di daerah yang sangat sulit dijangkau.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa setiap anak mempunyai

kemampuan yang berbeda-beda oleh karenanya orang tua, dan pendidik juga

har enggiti i " at terjadi
-IKIN PURWOKERTO -
belajar secara umum seperti lambat dalam belajar, dan kesulitan belajar secara
khusus seperti kesulitan belajar dalam mata pelajaran tertentu seperti kesulitan
membaca, menulis, berhitung. Anak-anak yang seperti inilah yang memerlukan

pendidikan secara khusus. Layanan pendidikan yang diberikan secara khusus

inilah yang akan dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh mereka.

® T. Sutjihati Somantri, Psikologi Anak Luar Biasa ( Bandung: PT. Refika Aditama, 2006 )
him 193



Bagi anak-anak yang memiliki kekhasan inilah yang kadang -kadang
masih belum tertangani secara baik karena mereka selama ini belajar di sekolah
yang reguler yang tidak menyediakan layanan pendidikan khusus. Akhirnya
anak-anak yang seperti ini akan mengalami kesulitan belajar dan kemungkinan
besar tidak dapat mengikuti pelajaran dengan baik sehingga anak-anak yang
memiliki keterbatasan ini kemungkinan besar akan mengulang di kelas yang
sama yang pada akhirnya justru akan membuat anak merasa minder dan
kemungkinan putus sekolah.

Istilah anak berkebutuhan khusus atau dalam istilah lain exceptional child
mencakup anak yang mengalami kelainan, sehingga mereka membutuhkan
pelayanan pendidikan secara khusus. Definisi anak berkebutuhan khusus ini
dikemukakan oleh beberapa ahli seperti Kirk dan Gallager yang menyebutkan
bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak yang berbeda dengan anak rata-
rata atu normal dalam hal karakteristik mental, kemampuan sensori, kemampuan
komunikasi, perilakun sosial atau karakteristik fisik. Berbagai macam perbedaan
tersebut tentunya anak berkebutuhan khusus memerlukan pelayanan pendidikan
secara khusus agar mereka dapat mengembangkan potensi dan kemampuan yang
mereka miliki.°

Pendidikan yang berlangsung selama ini terutama bagi anak-anak yang
me i at isedi " igan, yaitu
~JAIN PURWOKERTO.....
Inklusi ). SLB menampung anak dengan jenis kelainan yang sama sehingga ada
SLB Tunanetra, SLB tunarungu, SLB tunagrahita, SLB tunadaksa, SLB
tunalaras, SLB tunaganda. Sedangkan SDLB menampung berbagai jenis anak
berkelainan, sehingga di dalamnya mungkin terdapat anak-anak yang beragam

mulai dari yang tunanetra, tunarungu, tuna grahita, tunadaksa, dan tunalaras.

® Safrudin Aziz, Pendidikan seks anak berkebutuhan khusus ( Yogyakarta: Gava Media, 2015
) him 51



Pada dasarnya pendidikan merupakan upaya dalam mengembangkan
sumberdaya manusia kearah yang lebih baik, meskipun itu bukan satu-satunya
cara. Dengan pendidikan akan menghasilkan manusia Indonesia yang berkualitas
sehingga dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Dengan pendidikan akan
membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berbudi
pekerti yang luhur, berkepribadian, mandiri, cerdas, kreatif, trampil, disiplin,
tanggungjawab, serta sehat jasmani dan rohani, mempunyai semangat
kebangsaan yang tinggi, berjiwa sosial, dan berorientasi masa depan.

Sebagai landasan utama penyelenggaran pendidikan inklusi secara
filosofi adalah Pancasila yang merupakan lima pilar sekaligus sebagi cita-cita
luhur bangsa Indonesia yang mengayomi seluruh rakyat Indonesia yang penuh
dengan kebhinekan. Filsafat ini sebagai wujud dari kebhinekaan manusia.

Bertolak dari landasan filosofi bhineka tunggal ika inilah, maka kelainan
dan kebakatan merupakan anugrah dari Allah SWT yang harus kita terima
dengan lapang dan ikhlas. Seperti dalan semboyan bhineka tunggal ika yang
memuat tentang adanya perbedaan dalam sendi kehidupan baik itu berupa suku,
ras, budaya, agama, kepercayaan, bahasa, dan sebagainya.

Landasar yuridis Internasional tentang layanan pendidikan inklusi adalah
Deklarasi Salamca ( UNESCO,1994 ) oleh para menteri pendidikan sedunia.
Dekiarasi i ua anak
~AIN-PURWOKERTO-.
perbedaan yang mungkin ada pada mereka. Sebagai bagian dari umat manusia
secara global, Indonesia tentu tidak akan mengabaikan begitu saja deklarasi
tersebut.

Penyelenggaraan pendidikan inklusi di Indonesia dijamin oleh (1)
Undang_undang dasar 1945 pasal 31, (2) Undang-Undang nomor 2 tahun 1989
dan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 1991 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, (3) Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 pasal 32 tentang Sistem

Pendidikan Nasional, yang dalam penjelasanya menyebutkan bahwa



penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik berkelainan atau memiliki
kecerdasan luar biasa diselenggarakan secara inklusi atau sekolah khusus, (4)
Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan nomor 002/U/1986 pasal 1 ayat
1 bahwa pendidikan terpadu adalah model penyelenggaraan program pendidikan
bagi anak cacat yang diselenggarakan secara bersama anak normal di lembaga
pendidikan umum dengan menggunakan kurikulum yang berlaku di lembaga
pendidikan tersebut ( 5) Surat Edaran Dirjen nomor 380/C.C6/MN/2003 perihal
pendidikan inklusi. SD Al Irsyad 01 dan 02 kabupaten Cilacap dengan Surat
Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap
nomor 420/2877/03/33 tentang ijin operasional penyelenggaraan pendidikan
inklusi (' anak berkebutuhan khusus ) pada sekolah dasar maka sekolah tersebut
melaksanakan dan menyelenggarakan layanan pendidikan inklusi.”

Landasan pedagogis bagi sekolah yang mengadakan dan
menyelenggarakan layanan pendidikan iklusif adalah Undang-Undang nomor 20
tahun 2003 pasal 3 yang menyebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah
berkembangnya potensi peserta didik agar beriman dan bertagwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan
menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab, yaitu individu
yang mampu menghargai perbedaan dan berpartisipasi dalam masyarakat.

agad en ighi mainkan
-IAINPURWOKERTO .
penyelenggara pendidikan tentunya sekolah memiliki berbagai kebijakan dan
aturan aturan yang mengikat seluruh komponen yang ada di dalamnya. Sebagai
lembaga penyelenggara pendidikan tentunya memiliki Kriteria-kriteria tertentu
yang mendukung terhadap keberhasilan suatu proses pendidikan. Pendidikan
yang bermutu tentu tidak serta merta dapat diraih dengan mudah tetapi

memerlukan perjuangan dan kerja keras dari seluruh komponen yang ada.

2008

" Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten Cilacap tanggal 02 Juli



Upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah perlu adanya dukungan
dari semua unsur yang ada. Kemampuan kepala sekolah dalam hal manajerial
tentu sangat dibutuhkan agar dapat mewujudkan tujuan sekolah. Kepala sekolah
hendaknya dapat mendayagunakan kemampuan kamampuan yang ada di sekolah
baik itu personal maupun material.

Kemapuan kepala sekolah dalam hal manajerail akan berlangsung secara
efektif dan efisien jika didukung oleh sumber daya manusia yang profesional,
kurikulum yang sesuai denga tingkat perkembangan dan karakteristik siswa,
kemampuan dan tanggung jawab tenaga pendidikan yang mumpuni, sarana dan
prasarana yang memadai untuk mendukung proses kegiatan belajar mengajar,
dan yang cukup sesuai dengan mata anggaran dan kebutuhan yang ada, serta
peran serta aktif dari masyarakat. Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi secara
baik maka akan tercipta pengelolaan sekolah yang baik, tetapi jika ada salah satu
saja unsur yang tidak ada atau berjalan kurang optimal maka efektifitas dan
efisiensi pengelolaan sekolah menjadi terganggu dan kurang optimal.

Dengan adanya reformasi dalam segala bidang dan masuknya era
globalisasi dalam semua lini kehidupan membawa kepada kehidupan yang penuh
dengan persaingan, maka perlu adanya peningkatan mutu pendidikan di

Indonesia, terutama pendidikan dasar sebagai pondasi untuk menyiapkan anak-

anakgeela adapd i an yang
IAIN-PURWOKERTO .-
pemerintah. Anak-anak yang mempunyai keterbatasan juga perlu kiranya
dipersiapkan untuk menjemput impian dengan tetap memperoleh pendidikan
yang baik. Sehingga memunculkan sekolah denga program sekolah inklusi.
Kebijakan pemerintah melalui upaya yang dilakukan dengan
menggulirkan program wajib belajar Sembilan tahun perlu disambut dengan
peningkatan layanan kepada siswa baik yang normal maupun kepada siswa yang
membutuhkan pendampingan karena memiliki keterbatasan. Upaya yang

dilakukan bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan layanan yang



prima yang harus diberikan kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus baik
secara kuantitas maupun kualitas. Berdasarkan prevalensi jumlah anak-anak
berkebutuhan khusus sekitar 3 % dari populasi anak usia sekolah, angka tersebut
belum termasuk mereka yang tergolong autis, hiperaktif, berbakat dan kesulitan
belajar. Hasil sensus pada tahun 2001 menggambarkan baru sekitar 3,7 % (
33.850 anak) yang terlayani di lembaga persekolahan, baik di sekolah umum
maupun di sekolah luar biasa. ®

Dengan melihat kenyataan yang ada bahwa masih banyak anak
berkebutuhan khusus ( 96,3%) di Indonesia yang belum memperoleh dan
mendapatkan layanan pendidikan. Hal ini disebabkan oleh (1) kondisi ekonomi
keluarga orang tua yang kurang mampu/kurang menunjang (2) jarak antara
rumah dengan sekolah luar biasa (SLB) yang relatif jauh (3) sekolah umum baik
itu SD maupun SMP yang tidak mau menerima anak-anak berkebutuhan khusus
belajar bersama-sama dengan anan-anak normal, oleh karena itu perlu adanya
model layanan pendidikan yang memungkinkan anak-anak berkebutuhan khusus
tersebut belajar bersama-sama dengan anak-anak normal di sekolah umum.
Dengan adanya ana-anak berkebutuhan khusus belajar bersama-sama dengan
anak normal tentunya perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan
pendidikan sebagai bentuk perwujudan rasa tanggungjawab kita terhadap
pendigli [ nesi [ g t gehpengaruhi
-IAIN-PURWORKERTO -
prasarana, dana, manajemen, lingkungan dan proses pembelajaran.

Dalam pendidikan inklusi ini mereka tidak semata-mata mengejar
kemampuan akademik, tetapi lebih dari itu, mereka belajar tentang kehidupan
itu sendiri. Kekurangan yang ada tidaklah menjadi penghalang setiap orang untuk

maju, sukses dan meraih cita-cita. Pendidikan inklusi yang ada selama ini baik

® Pedoman khusus penyelenggaraan pendidikan inklusi ,pengadaan dan pembinaan tenaga
pendidik (Direktorat pembinaan sekolah luar biasa, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar
dan Menengah: Departemen Pendidikan Nasional , 2009) him 1



yang ada di tingkat dasar maupun lanjutan sangat diharapkan kontribusinya
sebagai cara untuk menghantarkan anak berkebutuhan khusus untuk dapat meraih
asa dan tidak tertinggal jauh dari anak-anak normal lainya.

Keberhasilan atau efektif tidaknya suatu proses pendidikan dapat
diketahui melalui penilaian, dalam hal ini penilaian yang dilakukan mengarah
kepada program yang valid. Penilaian dalam dunia pendidikan menganut
prinsip secara terus menerus (berkelanjutan) dan menyeluruh (komprehensif)
guna mendukung upaya memandirikan siswa untuk belajar, bekerja sama, dan
menilai diri sendiri. Dalam implementasi pendidikan inklusi belum adanya
kesamaan persepsi tentang konsep pendidikan inklusi. Apabila kita lihat dari
beberapa standar pendidikan yang dibuat pemerintah melalui BSNP
pendidikan inklusi hanya diperuntukkan bagi anak-anak tunanetra, tunarungu,
tunadaksa, dan tunalaras, yang kemampuan intelektualnya tidak berada di
bawah rata-rata. Padahal, kenyataan di lapangan prevalensi anak-anak
berkebutuhan khusus yang berkemampuan intelektual di bawah rata-rata
paling banyak diantara jenis-jenis kelainan yang lain.

Kebijakan yang diambil berhubungan dengan pendidikan inklusi tidak
serta merta dilakukan dengan begitu saja tetapi melalui pertimbangan dan

analisis yang mendalam baik itu analisis intern maupun analisis ekstern. Analisis

yangg#lilgku P ik Irsyad 01
-IAIN-PURWOKERTO -
maksimal. Kelemahan (Weakness) yang ada berupa jarak yang memisahkan
kedua sekolah, sedangkan pusat layanan bagi peserta didik berkebutuhan khusus
berada di SD Al Irsyad 02, sehingga waktu untuk kegiatan intervensi menjadi
sedikit bermasalah bagi peserta didik inklusi. Peluang (Opportunity) yang ada
dimafaatkan dengan baik dengan cara mengikuit pelatihan seminar dan diklat
tentang inklusi. Tantangan (Treats) tidak semua program berjalan dengan baik,

ada saja tantangan yang dihadapi seperti keinginan wali peserta didik agar

putranya disamakan saja dengan peserta didik lainya.



10

Kebijakan yang diambil oleh lembaga pendidikan berupa penerimaan
peserta didik baru pada sekolah inklusi hendaknya memberi kesempatan dan
peluang kepada anak-anak berkebutuhan khusus untuk dapat diterima dan
mengikuti pendidikan di sekolah inklusi terdekat. Untuk tahap awal sesuai
dengan kesiapan sekolah dan agar pengelolaan kelas lebih optimal, seyogyanya
di setiap kelas inklusi dibatasi tidak lebih dari 2 (dua) jenis kekhususan, dan
jumlah keduanya tidak lebih dari 5 (lima) peserta didik.® Pengelolaan peserta
didik bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan peserta didik agar kegiatan
pembelajaran di sekolah dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan teratur sesuai
dengan yang diinginkan.

Dalam penerimaan peserta didik baru menggunakan kriteria-kriteia yang
telah ditentukan. Kriteria pertama adalah kritria acuan patokan, yaitu suatu
penerimaan peserta didik baru didasarkan atas patokan yang telah ditentukan
sebelumnya. Kedua kriteria norma, yaitu penerimaan peserta didik baru
didasarkan pada prestasi peserta didik baru. Yang ketiga adalah kriteria daya
tampung sekolah, sekolah terlebih dahulu menentukan berapa jumlah daya
tampung untuk peserta didik baru.'

Perlu adanya kebijakan yang dilakukan yaitu dengan dikembangkanya
pengelolaan pendidikan terpadu ( inklusi ) yang disesuaikan dengan kondisi dan
situagk s@rt u i gl i layanan
-IAIN PURWOKERTO. -
berkebutuhan khusus, namun belum dilaksanakan secara maksimal sebagimana
yang diharapkan. Agar pendidikan secara terpadu ini dapat dilaksanakan dengan

efektif dan efisien maka perlu adanya kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan

® Pedoman Manajemen sekolah Inklusif Pendidikan Dasar ( Direktorat Pembinaan sekolah
Luar Biasa, Dirjen Manajemen pendidikan Dasar dan Menengah, Depertemen Pendididan Nasional
2008) him 7

'% Ali Imron, Manajemen Peserta didik Berbasis Sekolah ( Jakarta: Bumi Aksara, 2012)
him 45
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oleh lembaga pendidikan dalam mengelola pendidikan yang baik supaya tujuan
dari pendidikan inklusi dapat diraih.

Dalam menyusun kebijakan tentang pendidikan inklusi tentunya
membutuhkan suatu perencanaan yang matang mulai dari penyusunan tahapan-
tahapan kebijakan yang berisikan formulasi kebijakan yang memuat tentang
penyusunan agenda dan adopsi kebijakan yang sesuai dan dapat diterapkan,
kemudian mengimplementasikan kebijakan tersebut serta mengevaluasi
kebijakan, apakah kebijakan tersebut sudah sesuai dangan perencaan. Kemudian
pendekatan apa yang dilakukan agar kebijakan tersebut dapat berjalan dengan
baik serta fungsi dari kebijakan tersebut dapat terealisasaikan.

Ketertarikan penulis dengan SD Al Irsyad 01 dan 02 kabupaten Cilacap
sebagai bagian dari sekolah penyelenggara pendidikan inklusi karena sekolah
tersebut sudah mampu memberikan layanan pendidikan secara baik. Tidak semua
sekolah mampu menyelenggarakan dan memfasilitasi kebutuhan peserta didik
berkebutuhan khusus. Banyak sekolah yang sebenarnya terdapat peserta didik
berkebutuhan khusus tetapi tidak tertangani dengan baik. Demikian pun di
sekolah-sekolah ~ yang  sudah memperoleh surat rekomendasi untuk
menyelenggarakan pendidkan inklusi, tetapi dalam kenyataannya hanya

memberikan pendidikan yang alakadarnya saja kepada peserta . didik

-JAIN-PURWOKERTO

Di SD Al Irsyad 01 dan 02 Cilacap juga terdapat beberapa karakeristik
siswa yang berbeda-beda. Perbedaan itu karena faktor kecerdasan dan juga
karena faktor kelainan fisik yang kurang sempurna. Sekolah mengambil
kebijakan dengan menyelenggarakan program Butterfly learning Centre (BLC)

sebagai upaya untuk mengoptimalkan siswa-siswa yang berkebutuhan khusus
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agar dapat berkembang dan mengikuti pelajaran sebagaimana siswa yang
normal.**

Kebijakan yang diambil dengan program Butterfluy learning Centre tidak
dijalankan dengan asal-asalan tetapi dikelola dengan sungguh-sungguh dan
professional. Hal itu dapat dilakukan karena yang menangani program Butterfly
Learning Centre berlatar belakang pendidikan psikologi. Sehingga mampu
menangani peserta didik dengan pengetahuan yang benar.

Dalam menentukan kebijakan program BLC tentunya dimulai dengan
membuat formulasi kebijakan yang tepat, kemudian diimplementasikan dalam
bentuk kegiatan nyata. Setelah dilaksanakan akan dilakaukan evaluasi kebijakan
penyelenggaraan pendidikan inklusi sehingga ada perbaikan kearah yang lebih
baik.

Dari latar belakang di atas secara khusus peneliti tertarik dengan kedua SD
yang menyelenggarakan layanan pendidikan inklusi. Sehingga peneliti ingin tahu
bagaiman merumuskan Kkebijakan, bagaimana cara mengimplementasikan serta
bagaimana kebijakan tersebut dievaluasi. Oleh karena itu penulis melakukan
penelitian dengan mengusung judul Kebijakan Lembaga Pendidikan Dalam
Mengelola Pendidikan Inklusi di SD Al Irsyad 01 dan 02 Cilacap.

B. Fokus Penelitian

JBIN. PURWOKERTQ .

dilakukan antara lain : tahapan-tahapan kebijakan yang berisikan formulasi
kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan pendidikan inklusi.

Pendekataan yang dilakukan serta fungsi dari kebijakan tersebut.

! Wawancara dengan Yudhi Pramidityo,S.Psi, menejer BLC Al Irsyad Cilacap pada tanggal
13 Maret 2017 pukul 11.00 WIB
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C. Rumusan Masalah
Berdasar pada latar belakang di atas, maka dapat merumuskan masalah

penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana penyusunan formulasi kebijakan yang dilakukan oleh lembaga
pendidikan yang mengelola pendidikan inkusi ?

2. Bagaiman implementasi kebijakan yang dilakukan dalam mengelola
pendidikan inklusi?

3. Bagaimana evaluasi kebijakan dalam pengelolaan pendidikan inklusi

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan
tahapan-tahapan dalam merumuskan kebijakan yang berisi tentang bagaimana
proses menyusun formulasi kebijakan tentang penyelenggaraan pendidikan
inklusi, kemudian kebijakan itu dapat diimplementasikan dalam program yang
tepat, kemudian kebijakan yang diimplementasikan oleh sekolah dievaluasi agar
dapat diketahui apakah kebijakan tersebut sudah sesuai dengan yang diharapkan
atau belum.

Disamping itu juga perlu adanya pemahaman mengenai pendekatan yang

dilakukan serta fungsi dari kebijakan tersebut dilaksanakan oleh SD Al Irsyad 01

“JAIN PURWOKERTO

E. Manfaat dan Kegunaan Penelitian
1. Manfaat Teoritik
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai referensi ilmiah untuk
memperoleh manfaat dan ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara
lembaga pendidikan mengambil kebijakan dalam mengelola pendidikan
inklusi pada sekolah dasar.
b. Hasil penelitian ini dapat menyumbangkan gambaran dan pemikiran

tentang bagaimana proses perumusan kebijakan, implementasi dan
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evaluasi yang diterapkan oleh lembaga pendidikan untuk mengelola
pendidikan inklusi pada sekolah dasar.

c. Penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi upaya peningkatan mutu
dunia pendidikan khususnya pada pendidikan yang membutuhkan
layanan khusus pada sekolah pengelola pendidikan inkusi.

2. Manfaat Praktis
Bagi penyusun, untuk memperoleh inspirasi, persepsi dan kreatifitas
dalam menggali dan mengekspresikan pengetahuan melalui penulisan ilmiah,
memberi dorongan dan motivasi untuk belajar lebih banyak serta
mendapatkan pengalaman yang intensif berkaitan dengan sumber daya
manusia. Disamping itu untuk memberikan masukan kepada :

a. Sekolah yang bersangkutan, sebagai upaya peningkatan kualitas
pengelolaan pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan melalui
kebijakan-kebijakan tentang pendidikan inklusi secara efektif.

b. Guru untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas dalam rangka
memberikan pelayanan kepada peserta didik inklusi yang baik.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh serta

~JAIN.-PURWOKERTO. ...

menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir.

Bagian awal terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, halaman tim
penguji tesis, halaman nota dinas, halaman persetujuan pembimbing, halaman
motto, halaman persembahan, pedoman transliterasi, kata pengantar, daftar isi,
daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.

Bagian utama berisi uraian peneliti dari bagian pendahuluan sampai

penutup yang tertuang dalam bab-bab sebagai satu kesatuan. Penelitian ini terdiri
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dari enam bab yang masing-masing diperinci menjadi sub-sub bab yang
sistematis yang saling berkaitan yaitu sebagai berikut :

Pada bab pertama adalah pendahuluan. Dimana dalam bab ini
menguraikan latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

Dalam bab dua membahas dan menguraikan Kkajian teori tentang
kebijakan lembaga pendidikan dalam mengelola pendidikan inklusi. Dalam bab
dua ini juga dipaparkan tentang penelitian yang relevan dan kerangka berpikir.

Selanjutnya dalam bab tiga membahas tentang metode penelitian, tempat
dan waktu penelitian, jenis dan pendekatan, data dan sumber data/subjek
penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Sementara bab empat berisi tentang Paparan hasil penelitian, dalam
pembahasan ini berisi profil seting penelitian dan temuan penelitian. pembahasan
dari hasil penelitian yaitu tentang kebijakan lembaga pendidikan dalam
mengelola pendidikan inklusi di SD Al Irsyad 01 dan 02 Cilacap.

Adapun bab lima berisi tentang analisis kebijakan pengelolaan
pendidikan inklusi di SD Al Irsyad 01 dan 02 Cilacap

Yang terakhir dalam bab enam berisi Penutup yang meliputi kesimpulan

dan rekomendasi. Terakhir adalah bagian akhir yang merupakan akhir dari tesis

"IAIN' PURWOKERTO



BAB V

ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN INKLUSI
D1 SD AL IRSYAD 01 DAN 02 CILACAP

A. Tahapan Formulasi Kebijakan dalam Program Butterfly Learning Centre.
1. Menyusun Agenda Kegiatan
Poses pendidikan yang dilaksanakan baik di SD Al Irsyad 01 maupun
SD Al Irsyad 02 Cilacap termasuk pendidikan inklusi dilaksanakan dengan
menyusun agenda kegiatan dimulai dengan perencanan pendidikan secara
matang di awal tahun pelajaran. Penyusunan agenda kegiatan ini dilakukan
dengan melibatkan berbagai unit yang ada di SD Al Irsyad 01 dan 02 Cilacap.
Proses agenda kebijakan pendidikan sebagaimana diungkapkan oleh
Barbara Nelson dalam Budi Winarno bahwa proses agenda kebijakan
berlangsung ketika pejabat publik belajar mengenai masalah-masalah baru,
memutuskan untuk memberi perhatian secara personal dan memobilisasi
organisasi yang mereka miliki untuk merespon masalah tersebut.
Penyusunan agenda kegiatan di awali dengan rapat pimpinan beserta
penanggung jawab tiap-tiap unit yang ada di SD Al Irsyad, baik itu SD Al
Irsyad 01 maupun SD Al Irsyad 02 Cilacap. Yang menjadi fokus dalam

agenda kegiatan ini adalah yang terkait dengan program layanan bagi peserta

mengoptimalkan potensi yang dimilikinya.

Penyusunan agenda pertama adalah mengenai rencana program
kegiatan yang akan dilakukan selama satu tahun berjalan menganai layanan
yang diberikan kepada peserta didik inklusi. Agenda kegiatan yang dilakukan
dapat berupa kegiatan mingguan, bulanan, tengah sementer, semester maupun

tahunan.
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Kegiatan penyusunan agenda kegiatan dilakukan oleh tim pengelola
pendidikan inklusi SD Al Irsyad 01 maupun SD Al Irsyad 02 yang berpusat di
SD Al Irsyad 02 sebagai tempat pelayanan bagi peserta didik berkebutuhan
Khusus.

Adapun layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus
dilaksanakan seperti layanan pendidikan pada peserta didik reguler dalam
kelas reguler akan tetapi pada saat tertentu peserta didik berkebutuhan khusus
dilayani oleh unit khusus yang disebut BLC. Layanan itu berupa dalam bidang
akademik dan non akademik. Disamping itu juga layanan dalam bidang
tumbuhkembang bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Dengan melihat
kenyataan yang ada bahwa proses penyusunan agenda kegiatan telah
dilakukan dengan rapi sesuai dengan harapan.

. Perumusan Kebijakan.

Kegiatan perumusan kebijakan sangat bergantung pada seberapa besar
para peserta dapat memainkan peranan masing-masing dalam
memformulasikan kebijakan.

Rumusan kebijakan yang baik harus memenuhi kriteria berikut.
Pertama, rumusan kebijakan pendidikan tidak mendiktekan keputusan

spesifik atau hanya menciptakan lingkungan tertentu. Kedua,rumusan

IAIN.PURWOKERTO

Tahapan dalam perumusan kebijakan meliputi :

Pertama, perumusan masalah ( Defining Problem ). Mengenali dan
merumuskan masalah merupakan langkah yang paling fundamental dalam
perumusan kebijakan. Untuk dapat merumusakan kebijakan dengan baik,
maka masalah harus dikenali dan didefinisikan dengan baik pula.

Dalam proses perumusan kebijakan pengelolaan pendidikan inklusi
diawali dengan identifikasi kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus.

Setelah diketahui kebutuhan bagi peserta didik berrkebutuhan khusus tersebut

132
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kemudian membuat program dan analisis pembiyaan yang dikeluarkan dalam
pelaksanaan tersebut.

Kedua ,merupakan agenda kebijakan. Tidak semua masalah masuk
keagenda kebijakan. Hanya masalah-masalah tertentu yang akhirnya masuk
keagenda kebijakan. Salah satu masalah untuk masuk ke dalam agenda
kebijakan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti apakah masalah
tersebut mempunyai dampak yang besar dan membutuhkan penanganan yang
harus segera dilakukan.

Ketiga, pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah.
Setelah masalah-masalah didefinisikan dengan baik dan para perumus
kebijakan sepakat untuk memasukan masalah tersebut ke dalam agenda
kebijakan, maka langkah selanjutnya adalah membuat pemecahan masalah. Di
sini para perumus kebijkan akan berhadapan dengan alternatif-alternatif
kebijakan pilihan yang dapat diambil untuk memecahkan masalah tersebut.

Keempat, penetapan kebijakan. Salah satu dari sekian banyak alternatif
kebijakan diputuskan diambil sebagai cara untuk memecahkan masalah
kebijakan. Maka tahap akhir dalam pembentukan kebijakan adalah
menetapkan kebijakan yang dipilih tersebut sehingga mempunyai ketetapan
hukum yang mengikat.

P n if i {0g dalam
JAIN-PURWOKERTO. -
memadai dari pembuat kebijakan menjadi sangat penting bagi terwujudnya
pendidikan yang baik dan bermutu.

Perumusan kebijakan hingga menjadi keputusan kebijakan merupakan
serangkaian kegiatan mengumpulkan informasi yang berkait dengan masalah
pendidikan inklusi di SD Al Irsyad 01 dan 02 Cilacap.

Pengumpulan informasi ini menjadi sangat penting bagi pembuat
kebijakan agar kebijakan yang dirumuskan tepat sesuai dengan tujuan
pendidikan inklusi di SD Al Irsyad 01 dan 02 Cilacap.

133
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Dalam merumuskan kebijakan pendidikan inklusi ini ada keterkaitan
antara pihak yayasan sebagai penanggungjawab secara institusi kelembagaan
dengan kepala sekolah sebagai pelaksana dan penanggungjawab seluruh
kegiatan dan proses pendidikan yang berlangsung di SD Al Irsyad 01 dan 02
Cilacap. Tidak hanya yayasan dan kepala sekolah saja yang merumuskan
kebijakan tetapi juga melibatkan bagian urusan pendidikan yang meliputi
bagian kurikulum, dan kesiswaan serta penanggung jawab program BLC.

Keterlibatan bagian kurikulum sangat dibutuhkan. Bagian kurikulum
inilah yang akan memberi masukan bagi pengambil kebijakan terkait dengan
pendidikan inklusi. Karena kondisi peserta didik berkebutuhan khusus ini
berbeda dengan peserta didik pada umumnya maka kurikulum yang akan
dipergunakan pun menyesuaiakan dengan kondisi dan kemampuan yang
dimiliki oleh peserta didik berkebutuhan khusus. Kurikulum yang
dipergunakan menggunkan kurikulum regular dan dimodifikasi bagi peserta
didik  berkebutuhan khusus serta ~menggunkana kurikulum yang
diindividualkan.

Manajer Butterfly Learning Centre beserta jajaran pengurusnya yang
akan menangani peserta didik berkebutuhan khusus sangat penting dilibatkan
dalam proses penyusunan perumusan kebijakan, hal ini dikarenakan

ekal ak i " ini. Unit
JAIN PURWOKERTO .
bimbingan, konsultasi, serta pendampingan.
3. Adopsi Kebijakan.

Penyelenggaraan pendidikan inklusi yang dilaksanakan di SD Al
Irsyad 01 dan 02 Cilacap dilaksanakan dengan konsep awal yang disampaikan
oleh Benny Al Farichi sebagai penggagas awal untuk mengoptimalkan peserta
didik dengan katagori berkebutuhan khusus dengan memberi layanan khusus
dengan nama Butterfly Learning Centre. Adopsi kebijakan penyelenggaraan

pendidikan inklusi diilhami oleh banyaknya peserta didik dengan katagori
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berkebutuhan khusus sehingga menghasilkan sebuah kebijakan tentang
penyenggaraan pendidikan inklusi dengan program Butterfly Leaning Centre.

Program Butterfly Learning Centre merujuk pada sekolah sumber
yaitu Sekolah Luar Biasa yang dijadikan rujukan dalam mengelola pendidikan
inklusi  dengan memperhatikan  karakteristik  peserta didik yang
kemampuannya beragam. Penyelenggaraan pendidikan iklusif melibatkan
perubahan dan modifikasi, pendekatan, struktur dan strategi, dengan satu visi
bersama yang meliputi semua anak yang berbeda pada rentangan usia yang
sama dan satu keyakinan bahwa pendidikan inklusif adalah tanggung jawab
pendidikan sistem regular yang mendidik semua peserta didik. Konsep
pendidikan inklusif sebagai penciptaan masyarakat pembelajar, dimana
pembelajaran dirancang secara khusus dan merespon kebutuhan peserta didik,
olen karena itu keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif akan
bergantung pada pekerjaan pendidik dan orang tua secara bersama-sama.

Kolaborasi antara pendidik dan orang tua menjadi sangat penting
dalam memahami dan melaksanakan pendidikan inklusi. Demikian juga yang
terjadi di SD Al Irsyad 01 dan 02 Cilacap yang sangat mendukung program
layanan bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus ini, terutama orang tua
yang mempunyai anak-anak berkebutuhan khusus. Kolaborasi berhubungan
deng gna " " rang tua,
JAIN - PURWOKERTO -
kelainan khusus.

Dengan demikian, pendidik dalam mengelola pendidikan inklusif
harus memahami kebijakan dan layanan pendidikan yang diberikan kepada
peserta didik. Selain itu memberdayakan masyarakat yang memiliki anak-
anak berkebutuhan khusus sehingga keluarga mengetahui pola asuh yang tepat
untuk mengoptimalkan prestasi anak-anak mereka.disamping pola pengasuhan
yang tepat dilaksanakan di sekokah maka perlu kiranya orang tua juga

mendukung pola asuh yang tepat ketika peserta didik berkebutuhan khusus ini
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sudah pulang ke rumah sehingga pendampingan dalam belajar di rumah
menjadi lebih mnegena dan berarti bagi peserta didik tersebut. Karena
keberhasilan pendidikan secara umum maupun pendidikan inklusi tidak dapat
berhasil tanpa dukungan dari orang tua peserta didik.

Ketiga langkah yang diambil oleh pengelola pendidikan inklusi
melalui program BLC tersebut sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh
James E. Anderson.

B. Tahapan Implementasi Kebijakan dalam Program Butterfly Learning
Centre.

Setelah menyusun agenda dan merumuskan kebijakan yang tepat, langkah
selanjutnya adalah mengimplementasikan kebijakan tersebut. Implementasi
kebijakan itu sendiri adalah cara yang dilakukan agar sebuah kebijakan dapat
mencapai tujuan yang diinginkan. Sebuah kebijakan yang telah ditetapkan akan
menjadi sia-sia apabila tidak dilaksanakan, oleh karenanya kebijakan program
penyelenggaran pendidikan inklusi melalui Butterfly Learning Centre harus
diimplemantasikan yaitu dilaksanakan oleh unit-unit pengelola. Kebijakan
penyelenggaraan pendidikan inklusi yang dilaksanakan di SD Al Irsyad 01 dan

02 Cilacap melalui program Butterfly Learning Centre sebagi pusatnya berada di

“1AIN-PURWOKERTO.

diperkenalkan oleh Donal Van Meter dan Carl Van Horn bahwa implementasi
kebijakan sejalan dengan proses kebijakan. Untuk mengimplentasikan sebuah
kebijakan terpengaruh oleh aktifitas dalam bentuk komunikasi antar organisasi,
penegakan aktivitas, karakteristik badan-badan yang mengimplementasikan
kegiatan, yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sosial, dan kondisi politik
yang pada giliranya membangkitkan watak pengimplementasi agar dapat

mencapai kinerja kebijakan.
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Ada tiga langkah yang dipergunakan dalam proses implementasi
kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusi yaitu :

Pertama, membuat desain program beserta perincian tugas dan
perumusan tujuan yang jelas, penentuan prestasi, biaya dan waktu. Program yang
dijalankan melalui BLC terkait dengan layanan yang diberikan kepada peserta
didik berkebutuhan khusus meliputi layanan individu, layanan kelompok dan
layanan psikologi anak. Tujuan yang akan dicapai harus jelas dari masing-masing
pendamping peserta didik berkebutuhan khusus sesuai dengan perkembangan
peserta didik tersebut agar dapat memperoleh prestasi sesuai dengan bakatnya.
Sementara biaya menjadi kewenangan lembaga dalam menentukannya sesuai
dengan kebutuhan layanan yang diberikan.

Kedua, melaksanakan program kebijakan dengan cara memberdayakan
struktur-struktur personalia, dana, dan sumber-sumber, prosedur-prosedur dan
metode-metode yang tepat. Dalam menjalankan tugas dan kewajibanya pengelola
BLC sudah mempunyai jadwal pembimbingan yang dilaksanakan setiap hari
dengan jumlah peserta didik yang dibimbing sesuai dengan alokasi waktu yang
ada sehingga dapat secara optimal mengembangkan potensi yang dimiliki oleh
mereka. Karena para pengelola BLC ini merupakan orang-orang pilihan dengan

latar belakang psikogi yang memadai sehingga dalam hal penanganan peserta
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pengawasan yang tepat guna menjamin bahwa tindakan-tindakan yang tepat dan
benar dapat segera dilaksanakan. Dalam menjalankan tugasnya para pengelola
program BLC yang ada mempunyai jadwal supervisi atau penilaian dari
atasannya agar dalam pelaksanaan pendampingan yang diberikan kepada peserta
didik berkebutuhan khusus dapat control dan dievaluasi agar pelaksanaannya
sesuai denga prosedur.

Kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusi dilihat dari segi biaya

lebih besar dari pada penyelenggaraan pendidikan regular. Sebagai gambaran

137



138

bahwa besarnya dana pengembangan sekolah di SD Al Irsyad 01 dan SD Al
Irsyad 02 Cilacap adalah Rp 7.500.000,00, sedangkan Amal Penyelenggaraan
Pendidikan (APP) untuk peserta didik regular sebesar Rp 400.000,00 sementara
untuk peserta didik inklusi yang dikelola oleh butterfly Learning Centre sebesar
Rp 700.000,00

Kebijakan ini diambil berkenaan dengan layanan yang diberikan kepada
peserta didik dengan katagori peserta didik berkebutuhan khusus. Layanan yang
diberikan pada peserta didik berkebutuhan khusus itu sendiri disesuaikan dengan
kondisi yang dimiliki oleh peserta didik tersebut dan menyesuaiakan dengan
jadwal yang disusun oleh pengelola Butterfly Learning Centre.

Layanan yang diberikan berupa layanan harian, yaitu dalam satu pekan
ada 5 kali layanan intervensi yang diberikan setiap peserta didik untuk
konsultasi. Layanan intervensi dilakuakan 2 kali secara individu, dengan layanan
satu peserta didik dibimbing oleh satu pembimbing. Layanan kelompok
dilakukan satu pekan sekali. Layanan TIK satu pekan sekali dan prakarya satu
kali dalam satu pekan. Itulah mengapa biaya yang diperuntukan bagi peserta
didik berkebutuhan khusus lebih besar dari pada peserat didik regular. Di
samping kegiatan layanan harian yang diberikan pada peserta didik berkebutuhan

khusus yang telah disebutkan di atas, juga ada layanan yang diberikan pada

setiage s jtu i ond, dan
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pada akhir tahun diadakan Famili Gathering sebagai ajang bagi pihak sekolah
bertemu dengan pihak wali peserta didik untuk menyampaikan berbagai hal

mengenai pendidikan dan pola pendidikan yang disampaikan dengan suasana

yang akrab tidak terlalu kaku dan formal.

. Tahapan Evaluasi Kebijakan.
Setelah dilakukan implementasi tentang kebijakan maka tahapan

selanjutnya adalah evaluasi dari sebuah kebijakan. Suatu kebijakan tidak boleh
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dibiarkan tanpa adanya evaluasi. Setelah kegiatan pelaksanaan kebijakan
berlangsung maka perlu adanya pemeriksaan atau evaluasi. Evaluasi tidak
dimaksudkan untuk mencari-cari kesalahan tetapi lebih pada usahan untuk
mengetahui adanya kekurangan dan kelemahan yang mungkin ada dalam
pelaksanaan sebuah kebijakan, agar kebijakan yang sudah diterapkan dapat
diperbaiki sehingga akan dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Pelaksanaan evaluasi kebijakan lembaga pendidikan dalam mengelola
pendidikan inklusi di SD Al Irsyad 01 dan 02 Cilacap mengacu pada teorinya
Bingham dan Felbinger yang membagi evaluasi kebijakan menjadi empat.
Pertama evaluasi proses yaitu bagaimana proses evaluasi yang dilakukan oleh
lembaga terhadap sebuah kebijakan, dalam hal ini adalah evaluasi tentang
program inklusi. Kedua evaluasi impak yaitu evaluasi yang menilai tentang hasil
akhir dari sebuah kebijakan yang dalam kajian ini adalah program inklusi. Ketiga
evaluasi kebijakan yang menilai hasil kebijakan dengan tujuan yang telah
direncanakan. Yang keempat adalah meta-evaluasi merupakan evaluasi terhadap
berbagai hasil temuan evaluasi kebijakan.

Evaluasi yang dilakukan dalam pengelolaan pendidikan inklusi di SD Al
Irsyad 01 dan 02 Cilacap dilakukan dengan menyeluruh mulai dari sistem
penerimaan peserta didik baru, kurikulum yang digunakan, proses pendidikan
bagi taglighi keber, | dlaki i I sampai
-IAIN-PURWOKERTO....-
khusus, dan sarana dan prasarana yang diperlukan bagi peserta didik
berkebutuhan khusus.

Evaluasi yang dilakukan bagi peserta didik inklusi sebagaimana
disampaikan oleh Yudhi Pramudityo,S.Psi sebagai menejer BLC adalah :

1. Masih banyak masalah penyerta (sekunder) pada anak berkebutuhan khusus
dibanding dengan masalah inti yang dihadapi anak itu sendiri.
2. Pemahaman guru yang kurang di kelas regular mengenai anak-anak

berkebutuhan khusus.
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. Pemahaman anak-anak umum lainnya mengenai kondisi anak-anak
berkebutuhan khusus, sehingga sarat pembulian pada ABK, terutama pada
jenjang SMP dan SMA.

. Orang tua yang ingin melepaskan anaknya dari intervensi BLC, padahal anak
belum mampu untuk berjuang mandiri di kelas umum.

Kesulitan pencapaian prestasi akademik yang sesuai dengan teman-teman
dikelasnya pada ABK (membuat anak dan orang tua memiliki konsep diri
yang kurang baik).

. Respon komunitas sekolah yang belum sepenuhnya berempati pada anak-anak
berkebutuhan khsusus.

Banyaknya ABK dari sekolah lain maupun SLB yang ingin pindah ke Al-
Irsyad Cilacap.

IAIN PURWOKERTO
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